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Dengan hormat disampaikan, Departemen Hukum Pidana bekerjasama dengan Departemen
Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bermaksud
menyelenggarakan Seminar Nasional "QUO VADIS PERPPU ORMAS": Tinjauan Iftitis dari
Perspektif Sosio-Politik, Hukum dan HAM, yang insya Allah akan diselenggarakan pada:
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Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi pembicara pada Seminar
Nasional tersebut dengan tema "Perppu Ormas dalam Perspektif Asas dan Teori Hukum Pidana"
(ToR terlampir).

Demikian, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Was sal aamu' alaikum Ih. I4rb.
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PERPU ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DALAM

PERSPEKTIF A5A5 DAN TEORI
HUKUM PIDANA

OIEH

DR. MUDZAKKIR. 5.H., M..H

DOSEN HUKUM PIDANA

PADA FAKUTTAS HUKUM

uNtvERstrAs lstAM lNDoNESlA
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POKOK BAHASAN
. APAKAH PENERBITAN PERPU TERSEBUT TETAH SESUAI DENGAN ATASAN

OBJEKTIF DAN ALASAN YURIDIS SERTA ALASAN FITOSOFIS?

. APAKAH NORMA HUKUM PIDANA DAN ANCAMAN SANKSI PIDANA YANG

DIMUAT DATAM PERPU TERSEBUT TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS DAN

DOKTRIN PEMBENTUKAN NORMA HUKUM PIDANA DAN PENGANCAMAN

SANKSI PIDANA?

. APAKAH NORMA HUKUM DALAM PERPU TERSEBUT TETAH sEsUAI DENGAN

NORMA HUKUM DATAM UUD Rt I945 YANG TERKAIT DENGAN HAK

KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA?
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- TERBITNYA PERPU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG "
ORMAS

/
\*/

ISI UU ORMAS

BAB II A5AS, CIRI DAN SIFAT

BAB IIITUJUAN, FUNGSI DAN RUANG

TINGKUP

BA8IV PENDIRIAN

BAB V PENDAFTARAN

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

BAB VIIORGANISASI, KEDUDUKAN DAN

KEPENGURUSAN

BAB VIII KKEANGGOTAAN

BAB IX AD DAN ART

8AB X KEUANGAN

. BAB XI EADAN USAHA ORMAS

. BAB XIIPEMBERDAYAAN ORMAS

. BAB XII ORMAS YANG DIDORIKAN OIEH

WARGANEGARA ASING

. BAB XIV PENGAWASAN

. BAB XV PENYETESAIAN SENGKETA

. BAB XVI TARANGAN

. BAB XVII sANKsI

. BABA XVIIA KETENTUAN PIDANA

. BAB XVIIIKETENTUAN PERALIHAN
v \J \-_l
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- NORMA HUKUM YANG DIMUAT DALAM PERPU DAN -
ANCAMAN SANKSI PIDANANYA I

?,.Noimq hukum
,pidono

. Peibuolon melowon
hukum pidono

' 5onksi pidono, relotif
berol

; NORMA HUKUM YANG DIMUAT DALAM PERPU DAN "
ANCAMAN SANKSI PIDANANYA 2

HUKUM ADMINISTRASI
DAN sANKsI

ADMNISTRASI

NORMA HUKUM
PIDANA DAN SANKSI

PIDANA

KEDUDUKAN NORMA
HUKUM PIDANA DAN

SANKSI PIDANA

. Posol 21, Pqsol 51, dqn
Posol 59

. Sqnksi Adrninistrosi

. Posol Posql 52 dqn Posol
59 oyot (3) dqn oYof (4)

' Sonksi Pidqno

. Sonksi pomungkqs, qlgu

. Sqnksi ulsmo?



tolL9l2OrT

'g/

TETAAH ASAS DAN DOKTRIN TERHDAP NORMA
HUKUM PIDANA DAN ANCAMAN SANKSI PIDANA

DALAM PERPU

t

/
PETINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAI

PETINDUNGAN
HUKUM
ADMINISTRASIDAN
SANKSI
ADMINISTRASI

PETINDUNGAN
HUKUM
PIDANA

SANK5I PIDANA

\J
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PELINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL

NEGARA DAN ORMAS

Jl
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TARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI DAN

PIDANA

PASAL 60

(t) oRMAS YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD

DALAM PASAT 21, PASAL sl, DAN PASAT s9 AYAT (l) DAN AYAT (2) DIIATUHI

SANKSI ADMINISTRATIF.

(2) ORMAS YANG METANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD

DArAM PASAT 52 DAN PASAT s9 AYAT (3) DAN AYAT (4) DIJATUHI sANKSl

ADMTNISTRATIF DAN/ATAU SANKSI PIDANA.

il*alrcAN DAN sANKst ADMINtsrRAst

(t) sANKsl AOMINIsTRATIF SEBGGAIMANA DIMAKSUD DATAM PASA! 60 AYAT (l) TERDIRI ATAS:

A. PETINGAIANTERTUIIS;

B' PENGHlNrlAN KEGIATAN; DAN/AIAU

c.PfNcAtUTANsURATKETIRANGAN'TRDAFIAnATAUPTNCABUIA}is'ATUSBADANHUKUM..

(2) TERHADAP ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING SEBAGAIMANA DIMAKSUO DAIAM PASAI' 43 AYAT (2)

SETAIN OTKENAKAN sANKsI ADiNINISTNAI'F SEBAGAIiAANA DIMAKSUD PADA AYAT (I ) HURUF A OAN HURUF B JUGA DIKENAKAN

SANKSI KEIMIGN.ASIAN 5EsUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG'UNDANGAN.

(3)5ANK5|ADM|NISTRATIFSEBnG.|MANADIMAKSUDDALAMPASAL60AYAT(2)EERUPA:

A. PENCABUIAN SURAT KETENANGAN TERDATIAR OIEH MENTERh ATAU

8. ?GNCAEUIAN SIATUS EADAN I{UKUM OTEH NAENTERI YANG MENYITENGOARAKAN URUSAN PEMERINIAHAN OI EIDANO TIUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA.

(4) DA1AM MEtaKuKAN PENSABuTAN sEBAGAIMANA olMAKsuD PADA AYAr (3), MENTERI DAN MENIERI YANG

IAENIELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAT ASASI MANUSIA DAPAT

MEMTNTA PERTI'[BANGAN DARI INSTANSI TERKAIT.

/J ;
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I# LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

5. KETENTUAN PASAI 62 DIUBAH SEHINGGA BERBUNY! SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 62

(t) PERINGATAN TERTUUS SEBAGAIMATA DIMAKSUD DATAM PASAL 6l AYAT (l) HURUF A

DIBERIKAN HANYA | (SATU) KAtl DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI KERJA SEJAK

TANGGAL DITERBITKAN PERINGATAN.

(2) DATAM HAt ORMAS TIDAK IVIEMATUHI PERINGATAN TERTUtIS DATAM JANGKA WAKTU

SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (I ). MENTERI DAN MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN

URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA SESUAI DENGAN

KEWENANGANNYA MENJATUHKAN SANKSI PENGHENTIAN KEGIATAN.

(3) DATAM HAt ORMAS TTDAK MEMATUHTSANKSI PENGHENTIAN KEGIATAN SEBAGAIMANA

DIMAKSUD PADA AYAT (2), MENTERI DAN MENTER!YANG MENYETENGGARAKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN

KEWENANGANNYA METAKUKAN PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ATAU

PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM.

TARANGAN DAN sANKsI ADMINISTRASI

. PASAL 8OA

. PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORMAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD

DArAM PASAT 6l AYAT (l) HURUF C DAN AYAT (3) IIURUF B SEKAIIGUS

DINYATAKAN BUBAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG.UNDANG INI.

CATATAN:

PEMBUBARAN SUATU BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM MEMITIKI

MAKNA YANG SAMA BERARTNYA DENGAN PIDANA MATI BAGI SUBJEK

HUKUM ORANG.
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BAB XVIIA
KETENTUAN PIDANA

PASAL 82A

(I) SETIAP ORANG YANG MENJADIANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS ORMAS YANG DENGAN

SENGAJA DAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK I.ANGSUNG METANGGAR KETENTUAN

SEBAGATMANA DIMAKSUD DATAM PASAT s9 AYAT (3) HURUF C DAN HURUF D DIPIDANA

DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 6 (ENAM) BUTAN DAN PATING TAMA I (SATU)

TAHUN.

(2)SETIAP ORANG YANG MENJADIANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS ORMAS YANG DENGAN

SENGAJA DAN SECARA IANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MELANGGAR KETENTUAN

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DATAM PASA! s9 AYAT (3) HURUF A DAN HURUF B, DAN AYAT (4)

DIP]DANA AENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR I{IDUP AIAU PIDANA PENJARA PALING

SINGKAT S (LIMA) TAHUN DAN PATING IAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN.

(3) SETA|N ptDANA PENJARA SEBAGAIMANA DTMAKSUD PADA AYAT (l) YANG BERSANGKUTAN 
I

DTANCAM DENGAN PIDANA TAMBAHAN SEEAGAIMANA DIATUR DATAM PERATURAN /I
PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA. - I

v

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PIDANA

PASAL 60

(l ) oRMAS YANG METANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD

DATAM PASAL 2I, PASAL 5I, DAN PASAT 59 AYAT (I) DAN AYAT (2) DIJATUHI

SANKSI ADMINISTRATIF.

(2) ORMAS YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD

DATAM PASAI 52 DAN PASAT 59 AYAT (3) DAN AYAT (4) DIJATUHI sANKsI

ADMINISTRATIF DANIATAU SANKSI PIDANA.

a # \--l'
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PASAr s9 AYAT (3) HURUF C DAN HURUF D

PASAT 59

(3) ORMAS DTTARANG:

C. MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN, MENGGANGGU KETENTERAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM, ATAU MERUSAK FASILITAS UMUM DAN FASITITAS

SOSIAL; DAN/ATAU

D. METAKUKAN KEGIATAN YANG MENJADI TUGAS DAN WEWENANG

PENEGAK HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG.

UNDANGAN.

'J
PASAL 59 AYAT (3) HURUF A DAN HURUF B, DAN

AYAT (4)
PASA| 59

(3} ORMAS DITARANG:

A. MEIAKUKAN IINDAKAN PERMUSUHAN TERHADAP SUKU, AGAMA, RAS, ATAU GOTONGAN;

B. AAETAKUKAN PENYATAHGUNAAN, PENISTAAN, ATAU PENODAAN TERHADAP AGAMA YANG DIANUT DI

INDONESIA;

(4) ORtvlAS Dl[ARANG:

A. MENGGUNAKAN NAfYTA. I.AMBANG, BENDERA, ATAU SIMBOT ORGANISASI YANG,VIEIyIPUNYAI

PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN NAMA, IA'VIBANG, BENDERA, ATAU

SIMBOL ORGANISASI GERAKAN SEPARATIS ATAU ORGANISASI TERIARANG;

B. METAKUKAN KEGIATAN SEPARATIS YANG fVIENGANCAM KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBTIK

INDONESIA; DAN/ATAU

C. MENGANUT, MENGEMBANGKAN. SERTA MENYEBARKAN AJARAN ATAU PAHAM YANG BERTENTANGAN

DENGAN PANCASILA

9
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KEMANA KETENTUAN SANKSI PIDANA
PETANGGARAN PASAL 52

PASAL 60

(2) ORMAS YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA

D;MAK5UD DALAM PASAL 52 oeu PA5AL se AYAr (3) DAN

AYAT (4) DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU SANKSI

PIDANA.

PASAL 52 TANPA DISERTAI sANKsI PIDANA

PASAL 52

ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
SEBAGAIIVIANA DI|VIAKSUD DALAtvl PASAT 43 AYAT (2) DIIARANG:

A. METAKUKAN KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG'

UNDANGAN;

B. MENGGANGGU KESTABITAN DAN KEUTUHAN NEGAR'A KESATUAN REPUBTIK lNDONESIA;

C. METAKUKAN KEGIATAN INTE[lJENi

D. METAKUKAN KEG]ATAN POIITIK;

E.IVIEI-AKUKANKEGIATANYANG'VIENGGANGGUHUBUNGANDIPTOMATIK;

F.MELAKUKANKEGTATANYANGTIDAKSESUAIDENGANTUJUANORGANISASI;

G. MENGGATANG DANA DARI MASYARAKAT INDONESIA; DAN

H, MENGOUNAKAN SARANA DAN PRASARANA INSTANSI ATAU IE'YIBAGA PEIVIERINTAHAN'

10
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PERTANYAAN HUKUM DARI ASPEK EKEDEMIK?

APAKAH PETANGGARAN TERHADAP PASAT 52 UU. ORMAS YAITU -.'[if$i,"

ASING YANG BERADA DI INDONESIA YANG MELAKUKAN KEGIAT/trN \:-^NI.q

METANGGAR PASAL 52 YANG BERKAITAN DENGAN ANCAMAN TERHADAP

KEAMANAN DAN MENGGANGU STABILITAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA TIDAK PANTAS UNTUK DIJATUHI PIDANA SEBAGAIMANA

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DATAM PASAT 82A AYAT (2)? ATAU HANYA

DIKENAKAN SANKSI SANKSI ADMINISTRASI SAJA, TETAPI JUGA TIDAK

DTATUR DALAM PASAL 82A AYAT (l)?

NORMA HUKUM PIDANA DAN ANCAMAN sANKsI -,
PIDANA DALAM PERPU PERUBAHAN UNDANG-

UNDANG ORfVIAS

t1
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PERKEMBANGAN HUKUM PASCA REFORMSI

HUKUM
KONTEMPI

HUKUM
EMOSIONAT

HUBUNGANNYA DENGAN HAK KONSTITUSIONAL

PASAI28 UUD I945:

I'KEMERDEKAAN BERsERIKAT DAN BERKUAAPUL. MENGEIUARKAN PIKIRAN DENGAN TISAN DAN TU[I5AN

DAN SEBAGAINYA DITETAPKAN DENGAN UNDANG'UNDANG''

PASAI 28C AYAT (2):

..SETIAP ORANG BERHAK UNTUK MEMAJUKAN DIRINYA DALAIA MEMPERJUANGKAN HAKNYA SECARA

KOLEKTIF UNTUK MEMBANGUN 
'YIASYARAKAT. 

BANGSA, DAN NEGARANYA'

PASAI 28D AYAT (I ):

..SETIAP ORANG BERI{AK ATAS PENGAKUAN, JAIYIINAN, PERLINDUNGAN' DAN KEPASTIAN HUKUfTI YANG

ADSI SERTA PERLAKUAN YANG SA'YIA DI HADAPAN HUKUM''

PASAL 28G AYAT (I ):

-SETIAP ORANG BERI{AK ATAS PERLINDUNGAN DlRI PRIBADl, KETUARGA' KEHOR'VIAIAN' MAR'TABAT' DAI{

HARTA EENDA YANG DI EAWAH KEKUASAANNYA, SERTA BER}IAK ATAS RASA AMAN DAN PERTINDUNGAN

'vJ
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SIMPULAN

FI NORMA HUKUM AD'VINISTRASI DAN NORIVIA HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA DATAM PERPU
NOMOR 2 TAHUN 2OI7 TIOAK 

'YIEMENUHI 
KAEDAH PERUMUSAN NORMA HUKUM DAN ANCAMAN SANK$I

PIDAN YANG BAIK DAN EENAR DAN TELAI{ ft1ELANGGAR I{AK KONSTITUSIONAT WARGA NEGARA .i,.. .,

DlJAtvllN OLEH UUD Rl 1945.

PENCABUTAN T{AK KONSTITUSIONAI I{ARUS DII.AKUKAN METAIUI PENGADILAN DAN DII.AKUKAN
PENGUJIAN IiIEtAtUI LEMEAGA PENGADITAN INDEPENDEN.

DPR MEMltlK! KEWAJIBAN UNTUK fvlENOtAK PERPU 2 TAHUN 20l7 DAN MENGEIYIEAUKAN PEtyIENUHAN
HAK KONSTITUSIONAT DAN MENGHIDUPKAN K€MBATI UNDANG.UNDANG NOMOR I7 TAHUN 20I3.

YOGYAKARTA, I9 OKTOBER 2OI7

DR. tvlUDZAKKlR, S.l{., tvl.H

v 
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